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1. Latar Belakang

Hakekat potensi demokratisasi adalah bagalmana memunculkan
' kekuatan-kekuatan baru di luar kekuasaan pemenntah pusat secara merata
Pola pembangunan dan blrokr.aSI yang bersifat sentrahstlk pada kurtn waktu
yang cukup lama di Indonesia terbuktl tidak dapat mencapal pemerataan dan
| mudah terjadi. preferensu—preferenm antara ‘birokrasi- pusat dengan daerah—’
' daerah tertentu. Pendekatan sentrahstrk tidak dapat dlpertahankan karena tidak )
mampu memberikan kesejahteraan rakyat Hal ini karena pendekatan sentrahstnk )

tidak berbasis pada potensa riit yang ada; ter masuk poten°| yang terkandung  ' '

“pada kawasan pes&sur.O?eh karena ity kehijakan yang cocok_ ‘adalah .
*penyélenggaraan 'deséntra_lisasi .pusat-pusat pengambilan' keputusén dalam
skala wilayah tertentu dengan cara menerapkan otonomi  daerah. Dengan
ctonomi daerah 'diharapkan te’rpacu teréiptanya suatu da"erah menjadi suatu
pusat pertumbuhan baru yang sesuat dengan ciri geograﬂs dan demografis
daerah tertentu. Otonomi daerah dengan demikian terutama dltujukan untuk .
meranggang serta mcndorong daerah agar berp(kar kreatif dalam mengeloh

sumber daya yang dlmlllkmya

Berkaitan dengan otonomi daerah ini, di Indonesia telah disahian
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999'Tentahg Pemerintah Daerah
pada tanggal 4 Mei 1999. Menurut etentuan Penutupnya pada P'asal\ 132,
pélaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat- Iambatnya'
dalam waktu 2 1ahun se;at ditetapkannya undang -undang ini. Berarti undang-
undang ini akan berlaku secara efektif pada tanngi 4 Mei 2001, Sesuai dengan

hierarkhi tata perundang undangan di lndonn%ia maka untuk melak anakan



suatu undang-undang harus disusun peraturah peiaksanaahnya (peraturan
pemerintah) . Berkaitan dengan ini dan sesuai dengan ketentuan P_asél 132 .
Undang-Undang- Nomor 22'Ta'hun 1999, maka pada tanggal 6 Mei 2000
pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturah Pemerintah RI Nomor_25":
Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenéngan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, sebagar pelaksanaan Pasal 12 Undang Undang
‘Nomor 22 Tahun 1999 ' ' “ '

_ .Di dalam UU No.22'Tahun '1999 tentang Pemerintahan Daerah , ada visi -
‘baru tentang pembagian daerah. Di dalaml Pasal 3 UU ini secara jelas
‘disebutkan bahwa wilayah daerah Propinsi'terdiri dari daerah Kabupateh dan
.daerah Ko{a yang bersifat otoriom, terdiri atas wilayah darat -dan 'wiiayah_ laut
seiebar 12 mil laut yang diukur dari garis paritai ke arah laut lepas dan atau ke
arah perairan kepulauan Undang- Undang' ini juga menentukan bahwa'
kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota di wrlayah laut adalah sejauh
113 (sepertfga) dari baias laut daerah Propinsi. Sampai sekarang merhang betum -
dikeluarkan Peratufan Pemerintah yang fnengat_u_r lebih lanjui {entang hal ini. |

.Déri'kétentuan mengenai kewenangan Daerah Kabupa‘teln' dan Daerah
Kota dapat diketahui bahwa kewenangan Daerah Kabupateh dan Daerah Kota
di wilayah laut sejauh sepertiga dati batas laut Daerah Propinsi (Pasal 10 ayat
3). Akan tetépi ketentuan dalam- Undang-Undang Nomor 22" Tahun 1999
,tersebut bukaniéh hal yang mu’daﬁ segera dilaksanakan, karena kewenarigan--
kewenangan yang dimaksud dalam pasal tersebut mésih memeriukan
penjelasan-penjelasar lebih lanjut, sebab kewenangan d| wnayah laut ini trdak
dapat dianggap sebagai sesuatu yang sederhana hanya dengan memandang

seqi ukuran batas teritorial .

Berdasarkan latar  belakang tersebut dllakukan penehtran _untuk
meng1denttﬂkaS|kan permasalahan (darl tinjauan hukum dan kelembagaan)

pengelolaan kawasan pesisir oleh Pemenntah Kabupaten yang selama ini terjadi

s



serta kendala-kendala yang dépat muncul dalam pengelolaan kav_vasan_ tersebut
apabila nanti diberlakukan UndangQUndalwg Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Da'erah“' .. Dafi identifikasi permasalahan dan ke.ndala' tersebut
kemudian. disusun rekom’endasi'-rekomendasi awal yang bisa dilakukan untuk

ménganti.sipasi . berlakunya Undang-Undang tersebut, ber'kaitan'_ .deng'an.'
pengelclaan kawasan pesisir di ‘tin,gkat Kabupaten, yang merupakan daerah
otonom Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan organ
' atau pejabat yvang terkait tugasnya dengan kawasan peSISIr masyarakat yang-

berkepentmgan dengan pesisir maupun seminar kecil .

Penelitian -dilakukan di tiga Kabﬁpaten di Jawa Tengah yang dipandang
masing~mas‘ing memiliki karakteristik yang saling berbeda. Pertama, Kabupaten |
Citacap, yéng dipandang di"wilayah- ini banyak terjadi konflik képentingan délém |
pemanfaatan kawasan pes-ns;r antara rekyat dengan pengusaha dan pemenntah
pusat. Keberadaan pulau Nusakambangan - mlsafnya— tidak : lepas dari .
kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, Kabupaten, Demak_ ., yang
. permasalahan pesisirnya tidak _sék'ompfeks dengan Kabupaten Cilacap maupun
Jepara.,namun sebenarnya berpeluang untuk dikembangkan 'sebagéi. k_a.was'a_n
yang dapat diandélkan. Ketiga, Kabupaten Jepara, .' s_ebagéi‘ kawaéan industri |
meubel dan kawasan p_engolahan.ha'sil peﬁkanan, dan sangat pfptenéi.al untuk -

dikelola menjadi kawasl'an industri dan budidaya laut c_i_an' jaSa pe_rikahéﬁ lainnya;

‘2. Landasan Teori :
a. Pengertian Pesisir o
Kawasan pesisir adalah kawasan pertemuaﬁ a'ntara' da'ratan' dengan '
jautan. Ke arah darat kawasan pesisir mellpuh bag|an daratan, balk kering
'maupun terendam air yang masih dlpengaruhl sifat-sifat laut seperti- pasang- .
surut , angin !aut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah Iaut kawasan,' .
" pesisir mencakup bagian laut yang maSIh d:pengaruh: oleh proses alamr yang
terjadi dl_ darat sepertl sedlmenta3| dan aliran air tawar maupun-yang ,'




disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan

pencemaran .

Batasan di atas menumukkan bahwa gans batas nyata kawasan pesusw
tidak. ada Batas kawasan pesisir hanyalah garis khayal yang lrataknya_
ditentukan oleh kondisi dan sitiasi setempat. Di daerah landai dengan sungai -
besar, garis batas int dapat jaUh dari garis pantai. Sebafiknya.d'i tempat yang
berpéntai- curam dan langsung berbatasan dengan laut datam kawasat,
‘pesisirnya '-akan sempit. Kawasan pesisir  mencakup antar'a'_ _Iaih.

estuaria,delta, terumbu karang, httan payau,hutan rawa dan bukit pasir 2

Berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dan pengembéngan kawasan.'
pesisir / pahtai,dapat pula dikemukakan suatu batasan sebagai berikut : Wilayah
/ kawasah pesisir atau pantai adalah daerah pertemuan antara darét dan laut,
den.gan batas ke érah_darét meliputi bagian daratan, baik kering maupun
terendam air yang masih méndapat pengaruly sifat-sifat laut seperii ah_gin' faut,
pasang surut; serta'- perembesan (intrusi) air laut ; ke arah laut mencakup bagian
perairan pant‘ai sampai batas ferluar dari papara'n benua (cbntfnentaf shelf)
dimana ciri~cifi perairan tersebut masih dipengaruhi oleh proses-pt;bses alamiah
yang terjadi di darat seperti © sedimentasi dan afiran 'air‘tawar, serta proses-
proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat maupun di laut
(misalnya penggundulan .hutan‘ pencemaran industrildonﬁestik, limbah tambak,
penangkapan ikan dan lain-lainnya)® . |

Pada dasarnya perairan pant'ai‘! pesisir ialah kawasan lahan bersam_a
semua massa air yang berdekatan de'ngan'garis pantai, yang mengandung air
faut atau payau dalam kadar garam (salinitas) yang masih dapat diukur. Batas

t Lihat, Aca Sugandhy,”Penataan Ruang Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan”,makalah dalam
Seminar Nasional Pengembangan Wilayah den Pengefolaan Sumberdaya Alam di Kawasan
Pesisir Dafam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berke!a;yufan FH Unpad Bandung, 13
Mei 2000 . , _ :

2 .
loc. cit .

¥ Lihat, Lembaga Penelittan Universitas Dlponegoro Laporan Final Penyusunan Réncana
Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak Jepara,Kudus dan-Pati,

Semarang, 2000.



ke arah laut adalah tepi paparan benua atau batas teritorial daerah (12 mil
untuk pemerintéh Propinsi dan 4 mil untuk pemerintah Kabupaten) Batas ke
arah darat lebih rumit dan sulit, {erutama untuk estuarl dlmana massa E]ll’ Iaut |

bertemu dengan massa arr tawar.

Setelah batas-batas bagl perairan pantaifpesisir drtetapkan maka batas
bagi daratan pes;sar ke arah darat juga harus ditetapkan, sehmgga daperoleh _'
suatu kawasan pesisir yang E_engkap bag: pengelolaannya secara tek_nlsl |
'furigsional' ekologis dan administratif. Pada'uh'zumnya metode untUk'ﬁenen{uan_ |
hatas ke arah darat dan daratan pesisir, dapat menggunakan pendekatan
konfigurasi blofas|k yang meliputi aspek blologl geologi, f|31k kirmiawi atau

kombmasa

Menurut kesepakatan internasional yang" terakhir, wilayéh' pesisir
didefinisikan sebagai wilayah perairan arﬁara Iaut'dan_ daratan, ke'arah.darat'
mencakup daerah yang masih ter_ken'a pengaruh percikan air laut atau paséng '
surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf).
Berdasarkan fakta-fakta batas-batas wilayah pesisir-dar'i berbagai negara dapat

disimpulkan bahwa ;

- = batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara arbitrer
dari rata-rata pasang tinggi {mean high tide) dan batas ke arah laut umumnya
adalah sesuali dengan batas yurisdiksi propinsi ;

> untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari wﬂayah pesisir

~ dapat ditetapkan sebanyak dua macam vyaitu batas untuk wilayah
- perencanaan (planning zone) dan batas unfuk wﬂayah pengaturan
(regulation zone}

= batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, dlsebabkan
oleh erosi atau sedlmenta8| _

T Lihat, Kasru Susilo, “Pengembangan Wilayah Di Kawasan Pesisit”, makalah dalam
Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasari
Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH Unpad, Bandung 13

Mel 2000 .
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut 'di atas, dapat diartikan bahwa wila'yah
.pesisir merupakan ekosisteh yang dinamis dan mempunyai potensi alam yang
besar, namun juga merupakan ekosistem yang paling rﬁudah terkena dampak,.
kegiatan manusia . Dalam banyak kasus pr*rmasaiahan yang menyangkut
pemahfa‘atan riang pesisir adalah has;! aktivitas  manusia. Tcrjadmya-
permasalahan yéng timbul , terutama kerusakarf Iihgkulngéh pesisir, rn_erupékan_
permasalahan yang bersifat ekstérnaiitas- 'artinya pihak yéng‘ meninﬁbuikah;,
kerusakan lingkungan tidak berada di dalam hngkungan ‘masyarakat yang .
terkena dampak, tetapl berada di luar kelompok masyarakat itu. Secara umum

kawasan pesisir mempunyal 3 (tiga) fungsi sebagal berikut;

. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat d|eksp101taS|
¢ Zona Preservasu yaitu w1l'1yah yang tidak boleh dlmanfaatkan untuk keg:atan_

apapun, kecuah untik kegiatan penehtlan

¢ Zona Konservasi, yaltu kawasan yang d|pergunakan untuk lmp|ementaS| ‘
Konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh '_
melebihi daya dukung lingkungan , atau kalau ada kerusakan -lingkungan -

harus segera dipulihkan .

b . Urgensi Pengelolaan Kawasan Pesisir

Secara prinsip, 'tujuah pengelolaan kawasan pesisir -adaiah untuk
mencapai ;jemanfaatan secara berkelanjutan terhadap_jas'a-jasa'. Iihgkunan yang |
terdapat pada kawasan pesisir bagi kesejahteraan umat mar\uSia Untuk itu ada_
syarat-syarat yang harus dlpenuhx dalam pengembangan kawasan pesisir

secara terpadu yaltu

= Harus ada komitmen dari para pelaku {pemerintah, masyarakat dan
pengusaha) ;

=> Harus ada konsistenst ;-

— Pelaku tersebut mempunyai kapabilitas yang tinggi ;

= Adanya instansi /Departemen yang bekerja dan tidak overlaping:



= Pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan ,

Ada 4 (empat) alasan yahg melatarbelakangi pentingnya pengelolaan

kawasan pesisir secara terpadu :

Pertama, secara empiris terdapat kete_rkaitah ekologis - {(hubungan

fungsional) di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan- pesisir

dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi

pada suatu ekosistem pesisir cepat atau lambat akan berpengaruh pada

ekosistem lainnya. Ekosistem-ekosistem yeng ada di dalam sistem wilayah

~ pesisir merupakan satu kesatuan ekologis yang saling terkait satusama lain. |

Artinya perubahan (kerusakan) yang menimpa -suats ekosistem _pesisir

(mangrove, misainya) maka pada gilirannya akan berdampak negatif
terhadap ekosistem pestsir lainnya. Permasalahannya adalah bahwa dampak
tersebut pada umumnpya tidak terjadi secara seketika, tetapi memerlijkan
waktu. Kenyataan okologis seperti inilah yang seringkali terabaikan dalam
pengelolaah pengembangan pesisir yang terlalu berorientasi pada
keuntungan jangka pendek. Wilayah pesisir juga terkait dengan perubahan--
perubahan yang terjadi di luar sistem pesisir, baik itu yang terjadi di lahan
atas (upfénd) maupuh di laut lepas. Contohnya'penggundulan hutan di lahan
atas akan menyebabkan erosi secara berlebihan, | yang akhirnya
menimbulkan laju sedimentasi di perairah‘ peéisir secara berlebihah pula dén
akhirnya dapat menimbutkan kematian organiSme yang peka 'térhédap

sedimentasi.

Kedua, dalam suatu kawaséq pesisir‘ biasanya terdapat lebih dar_i'du'a
nﬁacam sumberdaya alam dan jasajasa -iihgku’ngah yang . dapat_. '
dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Misalnya 'di'kawaszan
pesisir Kabupaipn Jepara dan Cllacap, telah dlmanfaatkan untuk kequatan
usaha tambak udang, penkanan tangkap pelabuhan dan pemuklman Oleh

karena itu konflik pemanfaatan ruang maupun sumberdaya alam akan lebin _




~ sering terjadi di wilayah pesisir daripada di wiiay}ah daratan'rhaupuﬁ taut
lepas. Jika ditinjau  dari 'persya_iratan kualités I'ingkunga_n', | kégfatan )
pembanguhan di wilavah pesisir dapat dikelompokkan Imenjadi'dua- (1)
kegiatan yang memerlukan'kualitas Tingkungén yang tinggi dan (2) kegiatan '
yang kurang atau tidak memerlukan kualitas'lingkungén yén’g tinggi . Contoh
dari kelompok pertama adalah pariwiséta-,_ perikanah budidaya (tambak dah :
laut) dan kawasan konseWasi (taman nasional, tarnan Wisata iaut). Kelcﬁnbok

kegiatan kedua antara lain melipufi'pertambangah_, industri dan trahSportasi.

Ketiga,dalam suafu kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari'saty
kelompok masyarakat yang memiliki ketrampilan / keahlian dén pilihan
pekerjaan yang berbeda, sebagai petani, héfayan, _- petani tambak,

pendampi_ng pariwisata kerajinan dan lain-lainnya .

Keemp.at, isu kepémilikén ‘Iah'an {land tenure}) dan alokasi s.u'rnberdayé'
(resouf(:e affocation) merupakan sumber utama konflik di kawasan pesisir.
- Lahan, peratran laut dan sumbe’rdaya alarm yang terdapat di dalamnya
- {khususnya sumberdaya perikanan) secara teoretik merupakan common
property resources) yang tidak ‘ada hak Iﬁepemilikannya. Oleh karena itu
pemahfataan sumberdaya alam pesisir biasanya mengikuti asas akses
terbuka {open éccess).' Dengan demikian siapa saja boleh memanfaatkan
“sumberdaya alam pesisir semaksimal mungkin. Akan tetapi ketika jumlah
penduduk sudah semakin banyék, kualitas kehidupan masyarakat tinggi, dan
t-eknologi pemanfaatan sumberdaya pesisir s_udah semakin canggih, maka
prinsip akses terbuka tentu akén membaWa ‘kemusnahan sumberdaya . Hél o
ini terjadi juga kérena pengaruh perdagangan dan secara tidak langsung
dominasi kapitaiisrﬁe yang mempengaruhi 'sikap dan kehidupah mésyarakat
dan motivasi memaksimalkan keuntt,rmgah tanpa menghifaukan kelestarian

sumberdaya-dan lingkungan kawasan pesisir,



3. Hasil Penelitian dan Analisa :.
a. Ketidaksiapan Institusional

Berdasarkan hasil penelitian 'di tiga Kabupateri '('Cilécap,Démak dar
' Jepafa) ternyata'pada masing-masing Kabupaten itu beiu_m‘ada perehcan_aén' :
~ dan pelaksanaan pengelolaan pesisir yang terpadu antar iqstahsi;ihstansi.yéng
terkait . Oleh karena itu pengelolaan kawasan pesisir dija!ankan sédem-ikian saja
dengan melibatkan mstansn nstansi yang terkart tanpa konsep yang jetas. Hal
ini dapat terjadi karena : '

= terbatasnya beaya untuk me!akukan survey sampaa tercrpta peraturan hukum A
. yang dapat dijadika Iandasan pengelolaan pesisir. -

':> kurangnya semangat serta koordinasi antar instansi yang terkait karena tldak- '
ada vested-interest yang mendukung o .

Kenyataan tersebut di- atas menyiratkan adanya kekurang—kemapan '
| Pemerintah di tiga Kabupaten tersebut untuk mengelola kawasan pesisir secara
terpadu dari segi perencaqaan dan{_pengeloiaannya. Dikaitkan dengan akan
berlékunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999-, tidak adanya per‘siapan'
dan tidak adanya pergembangan institusi ini akan bisa m'enyul_itkan'bagi daerah
Kabtjpateh'untuk lebih menséjahterakan rakyatnya' Hal ini' bisa ferjadi-karena'
adanya keterbatasan kemampuan aparatur di t[ngkat Kabupaten dalam masalah
tersebut. ' '

Haf ini herupakan‘keada‘an yang hafus segera' men_dapat pe_r,hétianl dari
_ Pemerintah Pusat maupun. Pemerintah Daerah, karena kemampuan aparatur
merupakan s'yarat‘utama dalam pengelolaan otonomi daerah, sebab '(menurut
Perat_l,ir_an Pelaksanaan Unaang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)"selai11 set_)agai:
pelaksana aparat Pemerintah Daerah (terutama di tingkat Kabupaten). dituntut
untuk  merumuskan  sendiri - kebijakan-kebijakan. yang . menyangkut

penyéienggaraan pemerintahan dan pembangunan masyaraka_t di daerahnya.



Berdasarkan hasil - penelitian dapat dinyatakan bahwa df dalam
-~ pandangan aparat Pemerintah Daerah Kabﬁpaten yang menjadi obyek
penelitian, ‘ada  asumsi atau pandangax_u. bahwa, déngajn a_danya‘ sfatus
Kabupaten sebagai daérah otonom, m.aka logika yang terbangun adalah bahwa
laut yang menjé_di kewenangan Pemerintah Kabupaten akan terkapling dengan'.
tegas, sebagaimana masyarakat memahami batas daerah di darat. Padahal iau.t
dan kawasah pesisw sebagai sebuah ekosistem, tidak tepat bila pengeloiaannya

semata-mata menyasuaikan dengan pembagian daerah.

Berangkat dari pemikiran ihi maka periu dibanguh formulasi pemikiran
bégi pemerin_tah Dasrah Kabupaten terhadap terminologi - desentralisasi agar
terdapat kesamaan persepsi atas desentralisasi 'wi{ayah [auf. Menurut
Turtiantoro, semen'tara ini de_sentralisasi sering dipahémi secara ab_'solul,bukar._ |
rel'atif._Pernya'taan Turtiantoro ini terbukti adé ben_arnya , sebab ada beberapa
| aparat -Pemerintah  Daerah Kabupaten yang menjadi 'ob'yek: penelitian yang

berpandangan seperti ﬁtu.

'Menurut. Turtiantoro®, pengaluran dan pembégia_n kewenangan daerah
ada yang bersifat rigid (tegas) dan ada yang memang tidak jétas, artinya harus
dihego{aiasikén antara Pemerintah Pusat 'c}engan Pemerintah Daerah. Hal ini
termasuk dalam  pengertian desentralisasi yang relatif.  Dalam hal ini-
desentralisasi- wilayah pesisir dan laut tidak tepat kalau dipahami sebagai
desentralisasi absolut karena laut akan terkapling-kapling secara semena-mena.
Desentralisasi wﬂ-ayah pesisir dan'ia'ut lebih te_pat dilihat sebagai_desentralisasi_
relatif. o .

Ada beberapa instansi pemeriritah yang" berkepéntirigan dengan
| Kabupaten Cilacap yaitu : Dep__arte(ﬁen Kehakimén dén HAM, D_epartemén

Perhubungan (Pelabuhan), Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan

© 3 Turtiantoro, = Pola Pengelol'aan Laut yang Infegratff Oleth Daerah Secara Lintas.
Daerah”, Disampaikan datam Seminar Nasional Tentang Model Pengaturan Hukum
Pengefolaan Wilayah Lauf yang mregrafff Sebagai Pe!aksanaan Cfonormi Daerah
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Departemen Pertanian . Berkaitan dengan keberad_aan’ Pulau Nusﬁakambangan,
t'idak’ jelas bagaimana pembagian.kewenangan' antara Peme'rintah'-Déerah_,
_Kabupaten Cnacap dengan Departemen Kehakiman dan HAM di Puiau
Nusakambangan yang jelas Pemenntah Daerah Kabupaten Citacap sampal'
saat ini benrvenang menarik retnbum gal:an c dari PT Semen Nusantara yang"
- beroperasr i Pu[au Nusakambangan ' I'

Denganr akan berlakunya Uhdang—Undang Nomor 22 Tahun 1_9_99,
Pemerintah Daerah Kabupaten leabap sangat bera!ésah untuk {ikut} mengelola
Pulau Nusakanibangan sebab memang dalam kenyafaannyé,' penge!oléan puilau
~tersebut sampai  sekarang belum maksimal. Luas perkebunan  di Pulau
Nusekambangan adalah 1.03524 Ha. Jumiah tanaman ' karet 674 Ha dan
tanaman lain 360,3.5'Ha. Kondisi tanaman kurang {preliharé dan banyak
tanaman sudah. tua.  Di sa'mping, ftu di Nusakambanhgan juga _teq'édi
pénambahan penduduk secara ilegal. |

Apabiladilinat dari sisi administratif maupun kewitayahan, - fidiak

_ diragukan bahwa Pulau Nusakambangan merupakan wnayah yang herada |
 dalam kewenangan Pemda Kabupaten Cilacap. Oleh karéna itu dengan
_ pertlmbangan yang lebih realistis untuk Iobm mengoptimalkan kemanfaatanl
P, Nusakambangan bagi kesejahteraan - dan tebih- |Oblh diperkuat dengan akan
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1 999—, maka P. Nusakambangan
harus dapat dikelola secara bersama antara Dep'arter'nen Kehakiman dan HAM
dengan Pemerintah Daerah Otonomi Kabupaten Cilécap.Dalam hal ini sangat
diharapkan Debarterﬁen Hukum. dan HAM (Dep.Kurﬁ.Dang) b-ekelrjas-am.a
-dengan Pemda Kabupaten Cilacap untuk_-pengeiolaén perke‘buhad karet lebih’
lanjut . Juga dalam hal ini _Pem'da Kab.Cilacap tentu dapat mengelofanya

sebagai kawasan wisata untuk meningkatkan PAD nya.

Semarang, Jufi 2000,



Akan te.tap}-yang harus diperhatikan adalah, pemahaman tenténg
desentralisasi relatif ini bukan samasekali bermaksud untuk mengurangi hak
~ pemerintah Daerah: Otonom éésuai dengan Undang-Undang'N_omér 22 Tahun
1999, berkaitan dengan pengélolaan pesisir. Negosiasi dalam rangka
penerapan desentralisasi ya'ng bersifat relatif  ini juga tidak'dimak‘sud untuk
menghalangi atau menghambat rencana rencana pengelolaan kawasan pesisir
di Daerah Otonom. Negosiast dﬂ!am kerangka ini h'mya d:dasarkan pada.
kenyataan yang tidak terelakkan hahwa keberadaan pesisir- Juga terkart dengan.

kepentingan nasional .

b, Konflik Kép_entingan

‘Fenomena yang sama-sama muncul ci kehga daerah penehtfan (terutama
di Jepara) adalah adanya tariah trmbul {Iaguna) yaitu tanah yang terbenuwk
. karena erosi di daerah up-fand yang terkumpul di tepi pantai sebagai hasil
'sedamentam {endapan) lumpur yang semakin [ama membertuk daratan-daratan
baru. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa tanah timbul ini sangat
berpotensi menjadl sumber konflik antara masyarakat dengan masyarakat atau
‘antara masyarakat dengan | nemermtah

!

| Bahkan tidak sedikit 'masyarakat dengan sécara ‘sepihak-mehgkapiing;

kapting tanah timbul tersebut dengan pemasangan pagar-pagar terbuat dari
kayu atau bambu. Lébih parah lagi usaha pengkaplingan- ditakukan éekalipun
tanah timbul tersebut belum ada . Manakala sudah mengklaim sﬂé;u m}ilayah
tertentu‘(dengah sepihak) maka se?élu ada .kecenderungan- Iuntuk memperiuas
penguasaan tanash timbul tersebut (sekaﬁpuh tanah timbul tersebut belum
muneul). Akan tetapi yang unik, ada tanah timbul yang berhasil disertifikasi dan
ada pula yang belum, sekalipun tanah yang telah disertifikasi dan yérig beium'
disertifikasi ada dalam satu area yang sama. Sekalipun belum disertifikasi étau |
- status tanah timbul belum jelas, tapi di dalam faktanya, préktek juat-beli tanah

timbu! sudah banyak terjadi.



Apabila dianalisis lebih Ianju_t , sebenarnya ada 2 (dua) faktor utama \,rah_g'

mendorong rlnasyaraka't menguasai tanah timbul yaitu :

Pertama, adanya persepsi mésyérakat_ bahwa tanah t?mbui mérupakan :
tanah yang tidak dikuasai siapapun atau selidaknya bahwa tanah timbut adalah
mitik bersama (milik desa). A-pabi'la tanah tifnbu! dipa?'idang. sebagai tanah mitik
| b'ersama (milik desa) maka masyarakat menyerahkan bengéturannya bada
pemangku hak u!ajfat desa vyaitu kepala desa melalui forur_nl fembug'désa.
Kepala Desa melalui forum rembug desa_akan_ memutuékan : peruntukén, |
‘pengelolaan, penguasaan dan pemilikan tamah timbul . Berdasarkan
Yunsprudensu Mahkamah Agung Nomor 149/K!S|p(1 958 No 248 K/Sip/1958 dan.
Nomor 301/K/Sip/1958 dapat disimputkan bahwa keputusan desa tentang Tanah
. Pekulen (istilah tanah yang dikuasai berdasarkan hak ulayat) tidak dapat dmnjau '

kembali oleh Pengadilan Negeri.

Akan tetapi-‘apa‘biia mengaczj -pa'da Undang~Und'a_ng Pdkok_ Agraria dan
| peraturan pelaksanaannya, tanah timbul adalah tanah negara sed_ar’a langsu‘ng;
Dari perspektif ini maka kesempatan masyarakat untuk mengklaim tanah timbul
qebagai'mfliknya adalah sangat kecil . Sekalipun demikian 'dén'ga'n' mefihat PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 24 ayat (1)

~dan (2) serta Kepmeneg Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman |
Pehyelesalan Masalah Hak Ulayat dan semangat otonomi daerah ‘maka
kesempatan masyarakal untuk memiﬁki menjadi ada.  Justru hal inilah yang -
harus diwaspadai pé;:ia masa Kinl dimana sedang terjadi krisis mlon'e{er serta

perilaku masyarakat yang sudah tidak mengindahkan tatanan yang'ada.'

Kedua, tanah timbul merupakan . lahan baru untuk ‘mencari sumber
penghidupan . Dengan menguasai tanah timbul, seseorang dapat mengoiamya
_ menjads tambak, disewakan ataupun dijual kopada crang lain., terutama kepada
para mvestor domestik. yang tcrnyata banyak mempongaruht Pemer:ntah Daerdh

dan penduduk.
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Dalam konteks kebijakan dan roalatas ckonomi dan politik, ;mplementao{ )
otonom| daerah tidak hanya dltentukan oleh relasi antara pengmsa dengan
pengusaha tetap| rakyat juga harus dukutkan Dalam kaitan ini terlihat perlunya
upaya-upaya pendampingan kepada rakyat yang bisa dilakukan oleh LSM,
agamawan serta pengawasan dari DPRD. Selain itu perlu dilakukan penataan
kembali térhadap institusi-institust HNSI maupun koperasi-koperasi' nefayan,
yahg tertinat pérannya kurang memberikan manfaat bagi rakyat pesisir,
méngingat posi'si inst'itusi—institusi’ itu yang tidak jelas antara berada pada

- Naungan kekuasaan {(negara) atau memang orgaqisasi yang bersifat'boftom--up,
4 .—Kesimpuian _

Berdasarkén hasil pehe!itian dan analisa, maka distimpulkan hal-hal

- sebagai berikut :

a) Secara umum wilayah pesisir di ketiga }(abupa'ten yvang menjadi obyek
penelitian memiliki potensi sumberdaya yang cukup memadai , sehinggs.
mengundang berbagai kegiatan ekonom; yang terkait langsung maupun tidak

langsung dengan pemanfaatan potensi sumber daya tersebut.

b} Pengelolaan ka\;v.asan pesisir di “daerah penelitian belum dilaks:anékan
sécara strategis dan terpadu , dan slrategi pengembangannya belum
memperhatikan implikasi dari akan berlakunya perdégangan bebas. Selama
‘ini masih ada overfaping’ di antara lembagz-lembaga yang terkait dalém_
pengelolaan kawasan peéisir: Overlaping ini disebabkan karena masih

adanya egosektoral di beberapa bidang .

.c) ‘Wilayah pesisir di ketiga obyek penelitian merupakan wi!ayah yang kaye
pdtensi pengombangan (terutama pesisir di Kabupaten Cilacap dan Jepara)
tetapl sekallgus merupakan wulayah vang kaya potenm permasalahan _
terrhasuk  di dalamnya potensi konfhk kepentmgan antara pemorlntah



8]

'pengusaha dan masyarakat pesisir :tu sendiri yang kehrdupannya sangat
mongandalkan koh|dupan laut. :

d) Tercampur?aduknya berbagai’ ragam i{epentingan baik da_ri' rakyat-,
pengusaha dan penguasa (pem'eri'n'tah) mendoro'ng Ip'ermaéalahan yang

' muncul di wrlayah pesigir pada ketlga obyek penehtran memmks komp!eksntas
yang (relat;f) tinggi.

Berdasaman_ pada kési_mpu’lén' di aytas,_rﬁaka benge{olaa'n 'kawa'séh' secara
terpadu, terlebinh dengan akan berlakunya Undang—Undéng Norhc)r 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintah'an'Daerah- merupak'an' suatu keharusah Tujuan
pengembangan wilayah pesisir adalah untuk mendapatkan manfaat yang
optimal secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya walayah
pesisic yang tersedia guna- peningkatan kesejahter.aan hldup masyarakat
dengan mémpe_rhatikan_lingkungan wilayah pesisir.. '

-5, Penutup

Di dalam -Iafjorah penelitian ini memang tidak dié_usuh model_pengé{uraﬁ
pengetotaan kawaéan pesisir sehubungan dengan berlakunya Undang-;uhdang
N'omor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  karena setelah dilakukan
penelitian,disimputikan bahwa penyusunan model Pengaturan tersebut teriebih
dahulu memerlukan pengka}iah secara mendalam terhadap semua peraturan

pérundang-undangan di tingkat pusat maupun di Daerah. baik dalam beniuk

Undang--Uhdang‘dan_ Peraturan Pelaksanaannya, Hukum Adat maupun Hukwn

Internasional berkenaan dengan fungsi ruang pesisir dan taut. Kemmuanyd
perliu dika}| untuk kemudian ditata dan diatur dalam rangka pembuatan model
pengaturan tersebut.

Akan tetapi setelah dilakukan penelitian térnyété éangat sulit menemukan

Peraturan-peraturan di tingkat Daerah dan Hukum Adat yang befk_ailan dengan

~—



pengelolaan kawasan pésisir (pantai). Permasalahan lebih bertambah.lagi ketika
_'diketahui helum ada .ketehtuan peraturan daerah (Pei_‘da} yang m.engatur
penataarn ruang' pesisir di obyek—obyék penelitian éebagai bagian _pe_nataén
ruang kelautan. Membuat model pengaturan hukum penataan ruang- kelautan -
sebagai upaya penggambaran. atat} visualisasi 'idéa © pukum demgan
menggunakan paradigma baru - unfuk menqétur penataan ruang kélautan dalam
rangka Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 ternyata bukaniah pekerjaan :
mudah, Aktbatnya upaya menyusun suatu model pengaturan pengelolaan
lingkungan kawasan pesisir (pahtal) sehubungan dengan berlakunya UU Nomor -
22 Tahun 1999 mengalami kesulitan, B

Sekélipun deimikian berdasarkan hasil penelitian , dia}ukan beberapa
acuan pikir yang dapat digunakan sebagai  bahan pertlmbangan dalam
menyusun model pengaturan pengelolaan hngkungan kawasan pantai (_pesss;r) :
‘sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintah Daerah . Acuan pikir ini tersusun se,bagai barikut

Pertama pengelolaan wilayah pesisir tidak = boleh menempatkan
' masyarakat sebagai obyek program / proyek. Pemberdayaan masyarakat desa
pesisir merupakan hal yang sangat penting sebagai bagian dari manajemen
pengelolaan kawasan pesisir . Untuk dapat memberdayakan masyarakat desa
pesisir ini -maka harus diberikan ruarig ber_partisipasi kepada para pemegang -

peran yaitu :

1. Pemerintah o o - sebagai fasilitator -

2. Pengusaha - - : sebagai pemanfaat ;
3.LSM : ' - sebagai pendamping
4. Tokoh masyarakat ,agamawan | - sebagai fokoh panu@an
5 . Legislatif dan unsur penegak hulkum : sebagai pengawas |

6. Akadetisi / Pakar : sebagai pengamat



Peran-peran tersebut secara integratif harus dapat mengembangkan sistem

manajemen pengelolaan wilayah pesisir yang berorientasi pada kejujuran

dan tanggungjawab,

Kedua, harus ditingkatkan kemampuan = aparatur Pemda
Kabupaten Cilacap, Demak dan Jepara K.emampuan. aparatur s'a‘ngal
penting dalam penyelenggaraan o‘tonomi dacrah .  Dalam pelaksanaan
_5 ~ otonomi daerah, selain sebagai pelaksana, 'aparat Pemerintah Daerah

otonom ditu'ntu_t'mampu me_ru_rnuskan sendiri  kebijakan yang‘ menyangkut
penyelenggaraah' pemerintahan  dan pembangunan di daerahnya. Karena
alasan itulah maka berbagai pend"idikan-' teknis fungsional 'menjédi perwtinQ
- karena melalui pendidikan, latihan, seminar dan Iokaigarya.dapat ditingkatkan _
mutu pegawai PemDa guna mengantisipasi berlakunya otonomi daerah ..
Ketiga, = mengingat otonomi  daerah juga bermaksud untuk.

mengembangkan kemampuan -atas dasar kemampuan daerah sendiri mala
pertimbangan ekonc}mi akan memberi warna yang dominan. pada visi birokrasi.
Oleh karena ity peningkatan kemampuan aparatur Plemerihtah Daerah.
Kabupaten Cilacap,Demak -dan Jepara  ini terutama  aitujukan  untuk
menganiisipasi dan berofientasi ke pasar, untuk: m'endorong. agar daerah
. Kabupaten Cilacap Demak dan Jepara memiliki daya saing tinggi. Mengingat
dalam koh‘teks otonomi daerah dibutuhkan birokrasi pemerintah yang économy
minded maka b‘irokrasi Pemerintah  Daerah Kébupatén Cilacap,Demak dan

|
!
i Jepara harus mampu menggerakkan potensi ekonomi setempat.
£

Keempat birokrasi Pemerintah Daerah" yang economy 'mind,éd.itu

diharapkan dapat. mendorong upaya-upaya realistk bagi 'pehingkatan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dengan langkah-langkah antara lan:

(a) mendorong masyarakat untuk meningkétkan kualiiés'prodgknya,

sehingga harga produksi taut akan lebih baik ;

{b) memberikan pertolohgan- dalam hal penguasaan teknologi ;

. T R
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'-.(c) membantu masyarakat menyusun program Iokal sesuaf dengan skala o
prlorltas Y , !

(d) merubah pendekatan tradas:oml pengelolaan wulayah yang dsdommasl "

~oleh para profesional dari sektor pemermtah dan swasta menu;u

pendekatan yang mengkombmaalkan pengalaman pengetahuan dan -

pemahaman masyarakat desa d! kawasan pesusw

‘ (e) meng0ptlmaikan semua medla komumkasa yang tersedla di desa
secara mtensn‘ sepern tokoh kunci,-sekolah, kelompok pengajian dan
kelompok keiompok usaha produknf yang ada.

' (f) Merumuskan kriteria keberhasnlan program barsama masyarakat
bmaan

e — .
N sl "'--n-m.n..-.... e
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